BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi data
1. Keadaan Geografis Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten di
Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung dengan luas 1.150,41 km?
terletak pada posisi 111°43' sampai dengan 112°07' Bujur Timur dan
720°51' sampai dengan 8°18' Lintang Selatan. Wilayahnya berbentuk
dataran yang subur pada bagian utara, tengah dan timur, sebagian ada
pegunungan dan Samudra Indonesia sepanjang batas selatan, serta terletak
154 km Barat Daya dari kota Surabaya. Sungai yang mengaliri Kabupaten
Tulungagung adalah Sungai Brantas dengan aliran melalui Kecamatan
Ngantru, Kecamatan Kedungwaru dan Kecamatan Ngunut.

Seperti halnya keadaan musim di Indonesia, Kabupaten
Tulungagung mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim
penghujan, antara lain dipengaruhi adanya arus angin yang melintas suatu
daratan serta banyak tidaknya kandungan uap air. Realisasi curah hujan
dibawah normal terjadi sepanjang tahun kecuali bulan Januari, sedang curah
hujan diatas normal terjadi pada bulan Januari, suhu udara rata-rata adalah

32,7°C dan kelembaban udara berkisar antara 63%-71%.
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2. Keadaan Administrasi dan Pembagian Wilayah
Ditinjau dari segi administrasi Kabupaten Tulungagung memiliki
batas-batas sebagai berikut :
a. Sebelah Utara adalah Kabupaten Kediri
b. Sebelah Selatan adalah Samudra Indonesia
c. Sebelah Timur adalah Kabupaten Blitar
d. Sebelah Barat adalah Kabupaten Trenggalek
Kabupaten Tulungagung terbagi dalam 19 kecamatan, 257 desa, 14
kelurahan, 1830 RW (Rukun Warga), dan 6239 RT (Rukun Tetangga).
Kecamatan yang mempunyai jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan
Gondang yaitu sebanyak 20 desa, sedangkan yang mempunyai jumlah desa
paling sedikit adalah Kecamatan Tanggunggunung yaitu sebanyak 7 desa.’
3. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung
Dulu lokasi Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung terletak di
pusat kota Tulungagung, tepatnya berada disebelah utara Alon-Alon
Tulungagung jalan RA. Kartini No. 45 Tulungagung. Semenjak
diterbitkanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 oleh pemerintah, yang
dulunya Badan Amil Zakat sekarang berubah menjadi Badan Amil Zakat
Nasional. Untuk BAZNAS Kabupaten Tulungagung sendiri bertempat di JI.
Mayor Sujadi No. 172 Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten

Tulungagung memiliki lokasi yang strategis dan mudah dijangkau.

! Kabupaten Tulungagung Dalam Angka, (Tulungagung, Badan Pusat Statistik
Kabupaten Tulungagung, 2004), hal. 3
2Tim I.T BAZNAS Kabupaten Tulungagung
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4. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten
Tulungagung

Pada awalnya pemungutan dan pengelolaan zakat di Kabupaten
Tulungagung dilakukan secara sederhana dan diprakarsai oleh kyai dan
masyarakat. Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat, lembaga pengelolaan zakat Kabupaten Tulungagung
lebih dikenal dengan sebutan Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh
(BAZIS). Tugas pokok lembaga ini adalah melaksanakan pemungutan dan
distribusi zakat, terutama zakat fitrah, dan seluruh infaq serta shadaqoh di
wilayah Kabupaten Tulungagung.

Sesuai dengan tuntunan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah.
Pemerintah tidak melakukan pengelolaan zakat, tetapi berfungsi sebagai
fasilitator, koordinator, motivator dan regulator bagi pengelolaan zakat yang
dilakukan oleh Badan Amil Zakat.

Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota disahkan dengan
Keputusan Bupati/Wali kota disusun oleh Kepala Kantor Kementrian
Agama Kabupaten/Kota c.q. seksi yang mengenai masalah zakat setelah
melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a) Membentuk Tim Penyeleksi yang terdiri atas unsur Kementrian Agama,
unsur masyarakat dan unsur terkait.

b) Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.
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c) Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat
Kabupaten/Kota.

d) Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat
Kabupaten/Kota.

Susunan organisasi Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota terdiri atas
unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana. Anggota
pengurus Badan Amil Zakat kabupaten/kota terdiri atas unsur masyarakat
dan pemerintah. Unsur masyarakat terdiri dari ulama, cendekiawan, tokoh
masyarakat dan kalangan professional. Sedang unsur pemerintah terdiri dari
Kementrian Agama dan instansi terkait.

Penyusunan  personalia  Pengurus Badan  Amil  Zakat
Kabupaten/Kota, baik yang akan duduk dalam Dewan Pertimbangan,
Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana, dilakukan melalui langkah-langkah
sebagai berikut :

I. Mengadakan koordinasi dengan instansi/lembaga dan unsur terkait
tingkat Kabupaten/Kota.

Il. Mengadakan rapat dengan mengundang para pemimpin ormas islam,
ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan instansi/lembaga terkait.

I11. Menyusun konsep Keptusan Bupati/Wali kota tentang Pembentukan
Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.

IV. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupten/Kota menyampaikan
konsep Keputusan Bupati/Wali kota tersebut kepada Bupati/Wali kota

untuk mendapatkan persetujuan.
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Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tulungagung yang telah
ditetapkan dengan SK Bupati Tulungagung No. 406 Tahun 2001, tanggal 04
Juli 2001 dan dikukuhkan pada hari Jum’at tanggal 19 Oktober 2001 telah
mempunyai kedudukan yang kuat. Selain telah dikukuhkan oleh Bupati
Tulungagung, pembentukan Badan Amil Zakat tersebut sudah melalui
prosedur yang berlaku yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 38
Tahun 1999, namun Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 masih ada
kekurangan karena masih ada batasan dalam kepengurusan BAZ. Namun
setelah adanya penyempurnaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, maka
yang dulunya Badan Amil Zakat sekarang berubah menjadi Badan Amil
Zakat Nasional. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulungagung yang
baru dengan Nomor : 188.45/183/013/2014 Tentang Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung. Masa bhakti susunan
kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung berlaku
sampai dengan adanya kepengurusan yang baru berdasarkan peraturan
perundang-undangan tentang pengelolaan zakat. Dengan berlakunya
keputusan  ini, maka  keputusan  Bupati  Tulungagung  No.
188.45/197/031/2011 tentang badan pelaksana Badan Amil Zakat
Kabupaten Tulungagung masa bakti 2011-2014 di cabut dan dinyatakan
tidak berlaku. Untuk BAZNAS Kabupaten Tulungagung didirikan untuk
mengurus dana zakat yaitu mengumpulkan dana zakat kemudian

menyalurkannya kepada mustahik. BAZNAS Kabupaten Tulungagung
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menjalankan kegiatanya dengan dana operasional yang dibantu oleh

anggaran APBD Kabupaten Tulungagung.

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung
tersebut telah melalui beberapa fase yaitu :

i. Kementrian Agama Kabupaten Tulungagung, sebagai leading sektor
pembinaan zakat membentuk tim calon Pengurus Badan Amil Zakat
Nasional Kabupaten Tulungagung yang terdiri dari para Ulama,
Cendekia, Tenaga Profesional, Praktisi Pengelolaan Zakat dan Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM).

ii. Tim penyeleksi yang telah dibentuk oleh Kementrian Agama tersebut
mengadakan rapat untuk menyeleksi personalia yang akan
berkedudukan dalam kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Tulungagung.

iii. Kementrian Agama melaporkan kepada Bupati Tulungagung hasil kerja
tim penyeleksi, sekaligus mengajukan permohonan untuk mendapatkan
persetujuan dan pengesahan tentang kepengurusan Badan Amil Zakat
Nasional.

iv. Bupati Tulungagung menetapkan dan mengkukuhkan kepengurusan
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, sesuai dengan
permohonan dari Kementrian Agama Kabupaten Tulungagung.

5. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten

Tulungagung
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Sebagai sebuah organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten
Tulungagung mempunyai visi dan misi.
a. Visi BAZNAS Kabupaten Tulungagung adalah :
Menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah dan professional.
b. Misi BAZNAS Kabupaten Tulungagung adalah :
Mewujudkan optimalisasi pengelolaan zakat, infag dan sedekah yang
amanabh, professional dan bertanggungjawab.
6. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

a. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota terdiri atas Dewan
Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

b. Badan Pelaksana terdiri atas seorang ketua, dua orang wakil ketua,
seorang sekretaris, dua orang wakil sekretaris, seorang bendahara, dua
orang wakil bendahara, seksi pengumpulan, seksi pendistribusian,
seksi pendayagunaan dan seksi pengembangan yang bekerja secara
professional dan full time.

c. Dewan Pertimbangan terdiri atas seorang ketua , seorang wakil ketua,
seorang sekretaris, dan 2 (dua) orang anggota.

d. Komisi Pengawas terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan 3

(tiga) orang anggota.®

% Ibid, Tim I.T BAZNAS Kabupaten Tulungagung



jjugih

84



85



86

7. Susunan Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten
Tulungagung

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor
:188.45/183/013/2014 Tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Tulungagung.

Susunan Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten
Tulungagung Berlaku sampai dengan adanya kepengurusan yang baru
berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat
sebagai berikut:

Tabel 4.3
Susunan Keanggotaan Dewan Pertimbangan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung

No Jabatan dalam Nama / Jabatan Keterangan
Kepengurusan Dalam Dinas
1. [Ketua \Wakil Bupati Tulungagung
2. Wakil Ketua Ketua MUI Kab. Tulungagung
3. Sekretaris Kepala Kantor Kementrian
Agama Kab. Tulungagung
4. Anggota H. Marsudi Al Ashari, S.Sos Tokoh Masyarakat
Tabel 4.4

Susunan Keanggotaan Komisi Pengawas

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung

No Jabatan dalam Nama / Jabatan Keterangan

Kepengurusan Dalam Dinas

1. Ketua Inspektur Kab. Tulungagung
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2. [Sekretaris Kasubbag Tata Usaha Kantor Kemenag Kab.
Tulungagung
3. |Anggota H. Effendi A. Suni, SE,MM Tokoh Masyarakat
Tabel 4.5
Susunan Keanggotaan Badan Pelaksana
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung
No Jabatan dalam Nama / Jabatan Keterangan
Kepengurusan Dalam dinas
1. [Ketua Umum Sekda Kab. Tulungagung
Wakil Ketua | H. Abu Sofyan Sirojudin, Tokoh Masyarakat
A.Md
Wakil Ketua Il H. Muhaji, S.Ag Tokoh Masyarakat
2. Sekretaris Kepala Bagian Kesra Sekda

a. Wakil Sekretaris |

b. Wakil Sekretaris Il

Kasi Penyelenggaraan
Syari’ah Pada Kantor
Kementrian Agama Kab.
Tulungagung

Kasubbag Kemasyarakatan
dan Keagamaan Pada Bagian
Kesra Sekda

Kantor Kemenag Kab.
Tulungagung

Bagian Kesra Sekda

3. Bendahara H. Nasrun Abdulla Tokoh Masyarakat

4. Seksi Pengumpulan Drs. H. Iswanto, M.Pd.1 Tokoh Masyarakat
Drs. Moh. Arifin, M.Pd.I Kantor Kemenag Kab.

Tulungagung

5. Seksi Pendistribusian | Drs. H. Sukarji, M.Ag Dinas Pendidikan
Hasan Pribadi, M.Ag Staf Kemenag
Yudias Pramono, SE. Staf Bagian Kesra
Mohammad Sirojjudin Staf Bagian Kesra

6. [Seksi Pendayagunaan | H. Supriono, S.Sos, MM Kasi Penyelenggaraan

Haji Kemenag Kab.

Tulungagung
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Mohammad Sirojjudin, S.Ag

Staf Bagian Kesra

Seksi Pengembangan

Drs. H. Abdul Kholiq

Drs. Nursalim

Kasi Pekapontren
Kemenag Kab.
Tulungagung
Tokoh Masyarakat

Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) Kabupaten Tulungagung :

1. Dewan Pengawas

a. Ketua

a) Memberikan pertimbangan, fatwa,

saran, dan rekomendasi

tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai
pengelolaan zakat.

b) Memberikan penilaian pertanggungjawaban dan laporan hasil
kerja Badan Pelaksana dan hasil pemeriksan Komisi Pengawas.

c) Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat
tentang pengelolaan zakat.

d) Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat
Nasional bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

e) Mengeluarkan fatwa syari’ah baik diminta maupun tidak

berkaitan dengan hukum zakat.

b. Wakil Ketua

a) Membantu Ketua Dewan Pertimbangan dalam melaksanakan

tugas sesuai dengan yang telah ditetapkan.
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b) Menyelenggarakan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan
pengelolaan zakat.
c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan
Pertimbangan.
d) Mewakili Ketua apabila berhalangan melaksanakan tugas sehari-
hari.
e) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua
Dewan Pertimbangan.
c. Sekretaris
a) Melaksanakan kegiatan ketaausahaan
b) Menyiapkan  bahan-bahan  untuk  pelaksanaan  kegiatan
pengembangan pengelolaan zakat dan mempersiapkan laporan.
c) Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan
sehari-hari.
d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan
Pertimbangan.
e) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua
Dewan Pertimbangan.
d. Anggota
a) Memberikan masukan kepada Ketua Dewan Pertimbangan tentang
pengembangan pengelolaan zakat.

b) Membantu pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan.
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c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan
Pertimbangan.

d) Dalam menjalankan tugas bertanggungjwab kepada Ketua Dewan
Pertimbangan.

2. Komisi Pengawas
a. Ketua

a) Mengawasi opersional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana
yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan
zakat.

b) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.

c) Mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

d) Menunjuk akuntan untuk memeriksa pengumpulan, pendistribusian dan
pendayagunaan zakat.

b. Sekretaris

a) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan di bidang pengawasan.

b) Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dana
zakat dan mempersiapkan bahan laporan.

c) Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan
pengawasan.

d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komisi Pengawas.

e) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Komisi

Pengawas.
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c. Anggota
a) Melaksanakan tugas operasional pengawasan.
b) Membantu pelaksanaan tugas Komisi Pengawas.
c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komisi Pengawas.
d) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Komisi
Pengawas.
3. Badan Pelaksana
a. Ketua Umum
a) Melaksanakan garis kebijakan Badan Amil Zakat Nasional dalam
pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
b) Memimpin pelaksanaan program-program Badan Amil Zakat Nasional.
c) Merencanakan  program  pengumpulan,  pendistribusian  dan
pendayagunaan zakat.
d) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada DPRD dan
Bupati.
b. Wakil Ketua |
a) Mengkoordinasikan kegiatan Seksi Pengumpulan dalam pelaksanaan
pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodagoh.
b) Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
c) Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan dalam

menjalankan tugas sehari-hari.
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d) Memimpin/mengadakan rapat yang terkait dengan pengumpulan Zakat,
Infaq dan Shodaqoh serta rapat-rapat lain yang ditugaskan oleh Ketua
Umum.

e) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

c. Wakil Ketua Il

a) Mengkoordinasikan kegiatan Seksi Pendistribusian dalam pelaksanaan
pendistribusian/pentasyarufan dan keuangan.

b) Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tuas sehari-hari.

c) Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan dalam
menjalankan tuas sehari-hari.

d) Memimpin/mengadakan rapat yang terkait dengan pendistribusian/
pentasyarufan dan keuangan serta rapat-rapat lain yang ditugaskan oleh
Ketua Umum.

e) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

d. Wakil Ketua I11

a) Mengkoordinasikan kegiatan Seksi Pendayagunaan dan  Seksi
Pengembangan.

b) Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tuas sehari-hari.

¢) Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan dalam
menjalankan tuas sehari-hari.

d) Memimpin/mengadakan rapat yang terkait dengan pendayagunaan dan
pengembangan Zakat, Infaq dan Shodaqoh serta rapat-rapat lain yang

ditugaskan oleh Ketua Umum.
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e) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
e. Sekretaris
a) Melaksanakan tata administrasi.
b) Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan Badan Amil
Zakat Nasional Kab. Tulungagung serta mempersiapkan bahan laporan.
c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
d) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
f. Wakil Sekretaris |
a) Melasanakan kegiatan ketatausahaan.
b) Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan program dan
kegiatan.
c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
d) Dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.
g. Wakil Sekretaris |1
a) Membantu tugas Sekretaris dan Wakil Sekretaris |
b) Menyiapkan bahan laporan.
¢) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
d) Dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.
h. Bendahara
a) Mengelola seluruh asset uang zakat.
b) Melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan.
¢) Menerima tanda bukti penerimaan setoran pengumpulan hasil zakat dari

bidang pengumpulan.
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d) Menerima tanda bukti penerimaan pendayagunaan zakat dan lainnya
dari bidang pendayagunaan.
e) Menerima tanda bukti penerimaan penyaluran/pendayagunaan dana
produktif pendistribusian.
i. Wakil Bendahara |
a) Membantu Bendahara menyusun dan menyampaikan laporan berkala
atas penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq dan shodagoh.
b) Melakukan tugas lain yang diberikan atasan.
c) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Bendahara.
j. Wakil Bendahara 11
a) Membantu Bendahara dan Wakil Bendahara | menyusun dan
menyampaikan laporan berkala atas penerimaan dan penyaluran dana
zakat, infag dan shodagoh.
b) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
c) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Bendahara.
k. Seksi Pengumpulan
a) Melakukan pendataan muzakki, harta zakat dan lainnya.
b) Melakukan usaha penggalian zakat, infag, shodagoh dan lainnya.
¢) Melakukan pengumpulan zakat dan lainnya serta menyetorkan hasilnya
ke bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan
kepada bendahara.

d) Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan lainnya.
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e) Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat, infaq, shodagoh dan
lainnya.

f) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Umum
melalui Wakil Ketua I.

I. Seksi Pendistribusian

a) Menerima dan menyeleksi permohonan calon mustahig.

b) Mencatat mustahig yang memenuhi syarat menurut kelompoknya
masing-masing.

c) Menyiapkan rancangan keputusan tentang mustahiq yang menerma
zakat, infag, shodaqoh dan lainnya.

d) Mencatat penyaluran dana zakat dan lainnya sesuai dengan keputusan
yang telah ditetapkan.

e) Mencatat penyaluran dana zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda
bukti pnerimaannya kepada bendahara.

f) Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat, infaq, shodagoh dan
lainnya.

g) Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Ketua Umum melalui
Wakil Ketua Il.

m. Seksi Pendayagunaan

a) Melakukan pendataan mustahiq, harta zakat, infag, shodaqoh dan
lainnya.

b) Melaksanakan pendayagunaan zakat dan lainnya sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan.
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c) Mencatat pendayagunaan zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda
bukti penerimaan kepada Bendahara.

d) Menerima dan mencatat permohonan pemanfaatan dana zakat, infaq,
shodagoh dan lainnya.

e) Meneliti dan mnyeleksi calon penerima dana produktif.

f) Menyalurkan dana produktif kepada mustahig.

g) Mencatat dana produktif yang telah didayagunakan dan menyerahkan
tanda bukti penerimaan kepada Bendahara.

h) Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat, infag, shodagoh dan
lainnya untuk usaha produktif.

i) Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kpada Ketua Umum melalui
Wakil Ketua I11.

. Seksi Pengembangan

a) Menyusun rencana pengumpulan, pendayagunaan dan pengembangan
dana zakat, infaq, shodagoh dan lainnya.

b) Melaksanakan penelitian dan pengembangan masalah-masalah sosial
dan keagamaan dalam rangka pengembangan zakat.

c) Menerima dan memberi pertimbangan, usul dan saran mengenai
pendayagunaan zakat untuk pengembangan sosial.

d) Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Ketua Umum melalui

Wakil Ketua I11.*

* Salinan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 188.45/183/013/2014
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B. Temuan Penelitian
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung
merupakan salah satu organisasi pengelolaan dana zakat, infaqg dan sedekah
yang ada di Kabupaten Tulungagung dan termasuk lembaga yang milik
pemerintah. Lembaga ini memiliki kegiatan dalam hal menghimpun,
pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZIS. Dalam pendistribusian
BAZNAS Tulungagung berpedoman pada syariat islam, Undang-Undang dan
Setandar Operasional Prosedur. Program yang ada di BAZNAS Tulungagung
akan berjalan dengan lancar apa bila semuanya berdasarkan tugas dan pokok
fungsi setiap defisi masing-masing.
1. Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Dalam Pengembangan
Usaha Mikro di BAZNAS Kabupaten Tulungagung
Manajemen zakat adalah orang atau badan yang ditunjuk dan
diangkat oleh pemerintah untuk merencanakan, menghimpun, mengelola
dan mendistribusikan serta membina para muzakki dan mustahik secara baik
dan benar, terencana, terkontrol, dan terevaluasi, sesuai dengan tata aturan
yang berlaku. Dengan demikian yang menjadi tujuan bagi manajemen zakat,
yang utama adalah untuk memperoleh suatu tehnik yang baik dan tepat agar
dapat mempermudah dan mempercepat proses pencapaian tujuan secara
efektif dan efisien. Hal ini sebagaimana dipaparkan oleh Bapak Ahmad
Supriyadi, berikut:
“Pengelolaan selama ini berpedoman pada Standar Operasional
Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan untuk memper mudah dalam

pengelolaan dana ZIS maka kami membuat sebuah perencanaan
yang mana dengan cara musyawarah mufakat. Setelah tercapai
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kemufakatan bersama maka kami menjalankan tugas dan pokok
fungsi dari masing-masing bidang. Dalam pengoptimalan
pengumpulan zakat maka harus menentukan sasaran zakat adalah
muzakki yaitu pejabat dan pegawai yang telah memiliki kewajiban
menunaikan zakat, baik penghasilan profesi maupun harta lainnya.
Untuk dana infagq dan shodakoh adalah munfiq yaitu pegawai yang
tidak memiliki kewajiban menunaikan zakat profesi. Maka untuk
besaran dana ZIS yang ditetapkan sesuai dengan kesanggupan
pegawai yang dikumpulkan melalui UPZ, selain itu kami juga
dapat menerima dana baik berupa bantuan hibah maupun lainnya
yang halal dan sesuai aturan hukum yang berlaku”.”

Berdasarkan di atas, dengan berbekal manajemen maka dalam hal
perencanaan, BAZNAS Kabupaten Tulungagung senantiasa bersandar atas
hasil rapat koordinasi yang di selengarakan. Dalam rapat koordinasi ini
menampung segala masukan dan pandangan dari elemen kepengurusan,
baik dari ketua, sekretaris, bendahara, sampai pada kepala dan anggota
seksi-seksi. Keputusan yang diambil dalam rapat koordinasi di jadikan
sebagai landasan dalam melaksanakan proses pengumpulan, pendistribusian
maupun pengembangan dana ZIS. Dalam rapat koordinasi ini semua
pendapat yang dikemukakan oleh peserta rapat bermuara pada satu tujuan,
yaitu memaksimalkan pengumpulan ZIS dari seluruh muzakki se-Kabupaten
Tulungagung. Baik muzakki dari setiap instansi pemerintah daerah
Kabupaten Tulungagung, BUMN, BUMD maupun perbankan. Oleh sebab
itu untuk memaksimalkan pemasukan maka harus mengunakan metode.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Ahmad Supriyadi sebagai

berikut:

> Wawancara, Ahmad Supriyadi, Direktur BAZNAS, Tanggal 7 Maret 2016
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“Dalam memaksimalkan pengumpulan dana ZIS kami juga
melakukan sosialisasi ke instansi pemerintah, tokoh masyarakat Se-
Kabupaten Tulungagung setiap tahunnya. Dalam sosialisasi juga
sampaikan beberapa beberapa hal yang berkenaan dengan ZIS yang
mana dari segi pandangan agama atau figih zakat selain itu juga
dijelaskan berbagai ketentuan yang ada di dalam undang-undang
Negara tentang ZIS, seperti undang-undang 23 tahun2011.
Sehingga dengan adanya sosialisasi ini bias memberikan
pemahaman kepada pegawai Negeri disetiap instansi pemerintah
dan masyarakat tentang kewajiban membeyar zakat bagi yang
sudah mencapai nishob, selain itu juga agar mereka memiliki
empati kepada saudara kita yang kurang beruntung sehingga timbul

kepedulian untuk menyisihkan sebagian harta untuk diberikan

kepada mereka yang kurang mampu”.°

Berdasarkan di atas, dengan lahirnya ide-ide dari seluruh pengurus
maka tercapailah mufakat untuk mengambil langkah-langkah berupa;
langkah pertama, sosialisasi kepada seluruh karyawan di seluruh instansi
dibawah naungan pemerintah Kabupaten Tulungagung, BUMN, BUMD
maupun perbankan. Sosialisasi ini dilakukan secara terus-menerus di awal
tahun. Dalam program sosialisasi ini melibatkan Ketua BAZNAS,
Sekretaris, Kapala Seksi Pengumpulan dan pengembangan, Ketua BAZNAS
bertugas memberikan wawasan tentang BAZNAS Kabupaten Tulungagung,
tugas dan fungsinya mengemban amanah umat islam sebagai lembaga yang
di bentuk oleh pemerintah, bersifat semi otonom dan menjunjung tinggi azas
kejujuran, keadilan dan amanah. Langkah kedua, dengan menjadikan
sekretariat BAZNAS Kabupaten Tulungagung sebagai tempat konsultasi
bagi para muslimin dan muslimat yang merasa kurang pemahaman yang

berkenaan dengan zakat, infaq dan sedekah. Dan ketika sudah mencapai ke

® Wawancara, Ahmad Supriyadi, Direktur BAZNAS, Tanggal 14 Maret 2016
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maksimal pemasukan maka harus melakukan rapat koordinasi. Sebagaimana

yang dipaparkan oleh Bapak Ahmad Supriyadi sebagai berikut:
“Dalam setiap mendapatkan perolehan dana ZIS yang dikira sudah
mencukupi maka tindakan selajutnya Direktur melaporkan kepada
pimpinan untuk melakukan sebuah rapat koordinasi dengan seluruh
jajaran pengurus , dimana didalamnya membahas seluruh aspek
kegiatan mulai awal perencanaan sampai yang akan dijalankan
yaitu pendistribusian”.’

Dalam penjelasan diatas, perencanaan adalah pemilihan atau
penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan starategi, kebijaksanaan,
proyek, program, prosedur, metoda, sistem anggaran, dan standar yang
dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Berdasarkan defenisi tersebut,
perencanaan minimum memiliki tiga Kkarektristik sebagai berikut: (a)
Perencanaan tersebut harus menyangkut masa yang akan datang. (b)
Terdapat suatu elemen identifikasi pribadi atau organisasi, yang serangkaian
tindakan dimasa yang akan datang dan akan diambil oleh perencana. (c)
Masa yang akan datang, tindakan dan identifikasi pribadi, serta organisasi
merupakan unsur yang amat penting dalam setiap perencanaan.

Dalam hal perencanaan, BAZNAS Kabupaten Tulungagung
senantiasa bersandar atas hasil rapat koordinasi yang di selengarakan.
Dalam rapat koordinasi ini menampung segala masukan dan pandangan dari
elemen kepengurusan, baik dari ketua, sekretaris, bendahara, sampai pada
kepala dan anggota seksi-seksi. Keputusan yang diambil dalam rapat

koordinasi di jadikan sebagai landasan dalam melaksanakan proses

pengumpulan, pendistribusian maupun pengembangan.

7 Wawancara, Ahmad Supriyadi, Direktur BAZNAS, Tanggal 17 Maret 2016
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2. Upaya dan Penerapan Program Bantuan Modal Usaha Produktif
BAZNAS Tulungagung
Dalam upaya dan penerepan program pengembangan usaha produktif
maka hal yang harus di lakukan yaitu dengan cara membantu pengusaha
kecil dari aspek permodalan. Akan tetapi permasalahan yang dihadapai oleh
pengusaha kecil yaitu kendala dasar yang lebih mendasar dan terkait dengan
masalah permodalan adalah masalah kurangnya kewirausahaan dan
terbelakangnya teknis produksi dan lemahnya kemampuan pemasaran dan
menajemen. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan dukungan semua
pihak baik perbankkan, dan instansi/lembaga yang terkait, guna
meningkatkan kemampuan usaha kecil tersebut sehingga perannya dalam
perekonomian di Indonesia dapat di tingkatkan khususnya dalam hal
memberikan nilai tambahan, menciptakan lapangan kerja, mendukung
swasembada pangan, meningkatkan pendapatan, mendorong kemitraan
terutama yang berorietasi ekspor dan subtitusi impor, serta memberikan
pemerataan kegiatan ekonomi antar sektor dan wilayah.

Dalam bidang pendistribusian dana ZIS, BAZNAS Kabupaten
Tulungagung menitik beratkan pada aspek pengentasan kemiskinan.
Menunjuk pada pengertian perencanaan dari sisi proses, maka program
pendistribusian untuk pengembangan usaha mikro/pedagang kaki lima (PK-
5) berdasarkan atas hasil keputusan rapat koordinasi pengurus BAZNAS
Kabupaten Tulungagung. Tentu saja dengan berbagai mekanisme

pengambilan keputusan bersama dan ditegaskan oleh ketua BAZNAS
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Kabupaten Tulungagung terhadap berbagai usulan dari berbagai pengurus.
Ada beberapa yang mengusulkan agar pendistribusian diarahkan pada aspek
pendidikan, ada sebagian lain mengiginkan agar pendistribusian diarahkan
pada bidang kesehatan dan ada pula yang menginginkan pemberian bantuan
modal usaha bagi dhuafa’. Hingga akhirnya disepakati pendistribusian dana
ZIS diarahkan pada bidang pengembangan ekonomi dhuafa’. Seperti yang
dipaparkan oleh Bapak Ahmad Supriyadi berikut:

“Pendistribusian selama ini berpedoman pada SOP vyang telah
ditetapkan. Pendistribusian dana zakat di distribusikan kepada
mustahikk setelah memenuni haul. Dalam penentuan masa haul
harus melalui rapat pengurus. Selain itu untuk pendistribusian zakat
berdasarkan skala prioritas yang mana disitu diatur berbasis wilayah
kecamatan dengan memeperhatikan kemampuan dana zakat yang
terkumpul. Dan untuk pendistribusian dana infag dan shodakoh
dilakukan sewaktu-waktu, tergantung dari perolehan dana infaq dan
shodakoh dengan berdasar skala prioritas berbasis jumlah mustahikk
dengan mempertimbangkan kemampuan dana infaq dan shodakoh
yang terkumpul. Dalam pendistribusian dana ZIS, BAZNAS
Tulungagung mempunyai target dan sasaran yaitu 8 asnaf yang mana
dalam syariat islam sudah diatur. Akan tetapi dalam dalam
prakteknya 8 asnaf tidak terpenihi karena ada beberapa yang tidak
bias diterapkan dilapangan, sehingga dana ZIS di tambahkan kepada
asnaf fakir dan miskin secara proposial”.®

Paparan dari Bapak Ahmad Supriyadi dapat dinyatakan bahwa
pendistribusian yang di lakukan BAZNAS mengacu pada pedoman SOP.
Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Muh. Fatkhul Manan sebagai
berikut:

“Untuk pendistribusian dana ZIS, BAZNAS Tulungagung

mempunyai program bantuan modal usaha produktif yang mana

bantuan itu diberikan dalam bentuk pinjaman dengan harapan

pinjaman itu dapat membantu pengusaha mikro/pedagang kaki lima
untuk mengembangkan usahanya dan sekaligus melepaskan mereka

® Wawancara, Ahmad Supriyadi, Direktur BAZNAS, Tanggal 16 April 2016
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dari jeratan rentenir dengan sistem pinjaman tanpa adanya dana
potongan administrasi, jasa dan angunan. Untuk mendapatkan dana
pinjaman modal usaha mikro/pedagang kaki lima (PK-5) tidak
begitu sulit para calon peminjam cukup menyampaikan surat
permohonan dengan menyebutkan jenis usaha yang dimiliki dengan
dilampiri KK, KTP, dan Surat Keterangan dari Desa yang
menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar
penduduk setempat, dan ada lagi persyaratan yang harus dipenuhi
yaitu diajukan dengan persyaratan yang harus dipenuhi yaitu
diajukag dengan cara berkelompok minimal 3 orang maksimal 5
orang”.

Selain paparan dari Bapak Muh. Fatkhul Manan, hal serupa juga
disampaikan oleh lbu Astri Latifah sebagai berikut:

“Dalam memberikan pinjaman modal usaha kepada pengusaha

mikro/pedagang kaki lima (PK-5) tidak menghilang begitu saja tanpa

ada keterangan yang jelas maka BAZNAS Kabupaten Tulungagung

mengantisipasi dengan memberikan syarat-syarat bagi peminjam

seperti harus melampirkan foto Copy KTP, KK dan Surat

Keterangan dari Desa atau kelurahan serta menandatangani surat
11} 10

pernyataan dari BAZNAS Kabupaten Tulungagung".

Berdasarkan penjelasan diatas, dari keterangan dari nara sumber dan
dikaitkan dengan pengertian pengembangan dari sisi proses, dimana fungsi
perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk melihat tujuan dan
menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai, maka berdasarkan
rapat koordinasi pengurus BAZNAS Kabupaten Tulungagung, dihasilkan
keputusan tentang pendistribusian ZIS BAZNAS Kabupaten Tulungagung
di peruntukkan bagi umat islam yang memiliki usaha mikro/pedagang kaki
lima (PK-5). Untuk dana ZIS yang diterima oleh masing-masing mustahik
dipergunakan sebagai modal usaha maupun dipergunakan untuk membeli

alat bantu kerja.

° Wawancara, M. Fatkhul Manan, Staf Bag. Umum BAZNAS, Tanggal 18 April 2016
' Wawancara, Astri Latifah, Staf Bag. Keuangan BAZNAS, Tanggal 20 April 2016
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Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam rangka
mengembangkan usaha kecil secara terpadu, efektif dan efesien, memang
diperlukan suatu koordinasi terpadu berbagai instansi/lembaga terkait (sisi
permintaan) dengan perbankkan (sisi penawaran), sesuai tugas dan tanggung
jawabnya masing-masing. Tentunya hal ini mencakup antara lain mengenai
aspek kelembagaannya (perbankkan dan lembaga keuangan lainnya),
pemasaran dan produksi, manajemen dan peraturan (legal framework)
aturan yang sah. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan akan
dapat meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam menghadapi persaingan
yang semakin ketat dipasar bebas. Pada akhirnya, diharapkan pula agar
perbankkan atau lembaga keuangan lainnya mampu meningkatkan
pemberian pinjaman usaha kecilnya, baik secara kualitas.

Saat ini posisi keberadaan Usaha Kecil Menengah (UKM) atau Small
Medium Enterprise (SME) dimancanegara mendapat perhatian cukup besar
oleh pemerintah Negara, khususnya Negara berkembang. Dalam
pengembangan usaha mikro yang dilakukan BAZNAS Kabupaten
Tulungagung yaitu dengan cara menekan pada kemandirian setiap individu
yang diberi bantuan modal usaha ini diperlukan untuk interaksi antara
masyarakat, pemarintah daerah dan pihak-pihak terkait dengan perusahaan,
sehingga terciptanya kerjasama yang harmonis dan kondusif. Dalam kurun
waktu yang begitu lama, umat islam memiliki persepsi bahwa ajaran ZIS

tidak lebih dan sekedar ibadah ritual yang terpisah dari konteks sosial.
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3. Perputaran Dana ZIS Selama Tahun 2005-2015 di BAZNAS
Tulungagung
Dalam rangka mewujudkan BAZNAS Kabupaten Tulungagung yang
jujur, adil dan amanah maka proses trasnparasi dan akuntabilitas
diupayakan semaksimal mungkin guna mewujudkan kepercayaan (trust)
dari Muzakki. Kepercayaan (trust) menjadi perhatian yang utama oleh
BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Karena dengan kepercayaan (trust)
yang tinggi dari masyarakat akan menjadikan BAZNAS Kabupaten
Tulungagung menjadi lembaga pengelola zakat, infaq dan sedekah yang
benar-benar sesuai dengan ketentuan syara’ dan peraturan perundang-
undangan, dalam usahanya mengemban amanah dari umat islam dan sesuai
dengan tujuan didirikannya BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam
misinya untuk “Mewujudkan optimalisasi pengelolaan zakat, infag dan
sedekah yang amanah, professional dan bertanggungjawab”.
pengumpulan ZIS, BAZNAS Kabupaten Tulungagung yang semakin
meningkat dari tahun ketahun. Sedangkan dalam kualitas dapat dilihat dari
pengelolaan zakat, infag dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS
Kabupaten Tulungagung dalam kualitas dapat dilihat dari pengelolaan zakat,
infaq dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung
dalam rangka pemberdayaan ekonomi dhuafa’. Seperti yang dipaparkan
oleh Bapak Ahmad Supriyadi berikut:
“Selama kurun waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2015
ini BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan kegiatan

penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan. Dalam kurun
waktu tahun 2005-2015 BAZNAS Kabupaten Tulungagung banyak
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melalui beberapa masa senang dan duka itu pun dilalui dengan sabar.
Seiring berjalannya waktu semuanya dilalui dengan lancar. Mulai
tahun 2005-2015 BAZNAS Tulungagung mengalami pasang surut
perolehan penghimpunan itu pun tidak sampai penurunan drasis,
paling fruktuasinya tidak terlalu rendah sekali. Karena dari pengalam
pengalaman sebelumnya BAZNAS Tungagung mempunyai banyak
pengalaman mulai dari pengumpulan sampai pendistribusian dan

Alhamdulillah di tahun 2015 BAZNAS hampir mencapai sasaran

dari apa yang di program kerjakan>.*

Berdasarkan penjelasan diatas, Dalam rangka mengoptimalkan
pengelolaan dana ZIS di Kabupaten Tulungagung maka BAZNAS
Kabupaten Tulungagung membuat perencanaan pengumpulan dan
pendistribusian dana ZIS. Adapun pengumpulan dan pendistribusian dana
ZIS selama tahun 2005-2015 mengalami  fruktuasi. Sejauh ini,
Penghimpunan dana zakat meningkat pesat dengan diikuti oleh
pendayagunaan yang semakin efektif dan produktif. Dana ZIS kemudian
bertransformasi dari ranah amal sosial individual ke ranah ekonomi
pembangunan keummatan. Selain itu dana ZIS juga harus di distribusikan
secara efektif. Dana ZIS harus didistribusikan pada dua jenis kegiatan yaitu
kegiatan yang besifat konsumtif dan kegiatan yang bersifat produktif.

Sehingga dana ZIS yang telah terkumpulkan dapat tersalurkan secara
merata kepada para golongan yang berhak menerima zakat (mustahik)
supaya tujuan dari pada dana ZIS untuk mensejahterahkan masyarakat yang
kurang mampu dapat diwujudkan. Hal ini didukung dengan data yang ada

dibawah ini:

' Wawancara, Ahmad Supriyadi, Diektur BAZNAS, Tanggal 27 April 2016
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Tabel 4.6
Perkembangan Zakat Mal/Profesi dari tahun 2005-2015

No Tahun Zakat Mal/Profesi
1 2005 26.827.849
2 2006 23.098.096
3 2007 34.055.005
4 2008 48.840,220
5 2009 109.755.220
6 2010 151.656.425
7 2011 242.436.034
8 2012 722.300.672
9 2013 918.117.596
10 2014 1.108.001.885
11 2015 1.398.447.358

Grafik 4.7

Perkembangan Zakat Mal/Profesi Tahun 2005-2015
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Dengan melihat kolom dan grafik di atas diketahui bahwa dari
tahun 2005-2015 mengalami perkembangan yang signifikan terhadap

peningkatan jumlah zakat mal/profesi.

Tabel 4.8
Perkembangan Zakat Fitrah
No Tahun Zakat Fitah
1 2005 141.767.000
2 2006 216.854.000
3 2007 239.736.000
4 2008 240.972.00
5 2009 286.675.000
6 2010 392.240.000
7 2011 481.767.000
8 2012 471.724.500
9 2013 465.309.000
10 2014 474.792.100
11 2015 544.228.000
Grafik 4.9

Perkembangan Zakat Fitrah Tahun 2005-2015
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Jika kita melihat dari grafik tersebut perkembangan perolehan zakat
fitrah mengalami fruktuatif, ada penurunan sedikit dari tahun 2008, 2012,
dan 2013. Dikarenakan masyarakat masih selum faham dengan apa yang di
maksut zakat walaupun BAZNAS sudah melakukan sosialisasi kebeberapa

daerah akan tetapi masih banyak daerah yang masih belum bisa di jangkau

BAZNAS.
Tabel 4.10
Perkembangan Infak/Sedekah

No Tahun Infak/Sedekah
2005 124.459.860
2006 202.523.049
2007 187.820.060
2008 185.638.365
2009 220.155.495
2010 302.483.425
2011 315.442.062
2012 302.605.242
2013 388.189.727

10 2014 424.825.650

11 2015 451.482.373
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Grafik 4.11
Perkembangan Infak/Sedekah Tahun 2005-2015

Dengan melihat kolom dan grafik di atas diketahui bahwa dari tahun
2005-2015 mengalami perkembangan yang fruktuatif terhadap peningkatan

jumlah infag/sedekah.

Tabel 4.12
Pendistribusian Infak/Sedekah
No Kegiatan Jumlah

1 Fakir, yatim/dhuafa 1.320.038.835
2 Amil 210.755.367
3 Sarana ibadah 297.215.867
4 Bencana Alam, Bedah Rumah, Pengobatan 88.000.000

5 Usaha Produktif 34.000.000

6 Bea Siswa 17.480.000

7 Pembinaan Keagamaan 20.000.000

8 Keg. Pend. Islam 25.500.000

9 Wakaf 22.000.000
10 Operasional 45.148.237
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Grafik 4.13
Pendistribusian Infak/Sedekah

£00.000.000

600.000.000

400.000.000

200.000.000

Dengan melihat tabel dan grafikperolehan dana infak/sedekah kita
dapat melihat bahwa ada perkembangan dan penurunan yang fruktuaktif, akan
tetapi lebih kepada peningkatan jumlah infak/sedekah. Sedangkan dari
penyaluran infak/sedekah dibagi ke 10 pos penyaluran seperti pada gambar
diatas. Perkembangan perolehan dana infak/sedekah tersebut tidak signifikan
terhadap pembagian prosentasi untuk usaha produktif, seharusnya untuk pos
penyaluran usaha produktif lebih diperbanyak karena untuk mengembangkan
usaha produktif mustahik, sehingga dapat membantu yang awalnya mustahik
bisa menjadi muzaki itu harapan kami.

Prosentasi usaha produktif lebih kecil dari pada yang lain
dikarenakan berdasarkan Standat Operasional Prosedur (SOP) pada BAZNAS

sudah ada pembagian prosentasi pada bagianya masing-masing:
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. Fakir, yatim dan dhuafa’ sebesar 25 %.

. Bantuan bencana/bantuan bedah rumah/ bantuan pengobatan 15 %.

. Bantuan pembangunan tempat ibadah/madrasah dan lain-lain serta
kegiatan syi’ar islam 15%.

. Bantuan modal usaha produktif 10%.

. Bantuan beasiswa anak berprestasi 10%.

. Bantuan pembinaan keagamaan 5%.

. Bantuan penunjang kegiatan lembaga pendidikan islam 5%.

Bantuan Sertifikasi tanah wakaf 5%.

Operasional BAZNAS 10%.

C. Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mengeloh data menjadi

informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan

mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalh yang

berkaitan dengan kegiatan penelitian ini.

1.

Pengelolaan Dana Zakat, Infag dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha
Mikro di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten
Tulungagung.

Dalam pengelolaan BAZNAS Tulungagung merencanakan,
menghimpun, mengelola dan mendistribusikan serta membina para
muzakki dan mustahik secara baik dan benar, terencana, terkontrol, dan
terevaluasi, sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Dalam melaksanakan

tugasnya BAZNAS Kabupaten Tulungagung senantiasa bersandar atas
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hasil rapat koordinasi yang di selengarakan dalam rapat koordinasi. Dalam
rapat koordinasi menampung segala masukan dan pandangan dari elemen
kepengurusan, baik dari ketua, sekretaris, bendahara, sampai pada kepala
dan anggota seksi-seksi. Keputusan yang diambil dalam rapat koordinasi
di jadikan sebagai landasan dalam melaksanakan proses pengumpulan,
pendistribusian maupun pengembangan dana ZIS. Proses rapat koordinasi
ini semua pendapat yang dikemukakan oleh peserta rapat bermuara pada
satu tujuan, yaitu memaksimalkan pengumpulan ZIS dari seluruh muzakki
se-Kabupaten Tulungagung. Baik muzakki dari setiap instansi pemerintah
daerah Kabupaten Tulungagung, BUMN, BUMD maupun perbankan.
Oleh sebab itu untuk memaksimalkan pemasukan maka harus mengunakan
metode, yaitu memaksimalkan pengumpulan zakat, infaq dan sedekah
(ZIS) dengan cara sosialisasi ke beberapa instansi dan masyarakat se-
Kabupaten Tulungagung setiap tahunnya.

. Upaya dan Penerapan Program Bantuan Modal Usaha Produktif
BAZNAS Tulungagung..

Dalam wupaya dan penerepan program pengembangan usaha
produktif maka hal yang harus di lakukan yaitu dengan cara membantu
pengusaha kecil dari aspek permodalan. Dalam rangka mengembangkan
usaha kecil secara terpadu, efektif dan efisien, memang diperlukan suatu
koordinasi terpadu berbagai instansi/lembaga terkait (sisi permintaan)
dengan BAZNAS (sisi penawaran), sesuai tugas dan tanggung jawabnya

masing-masing. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan akan
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dapat meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam menghadapi persaingan
yang semakin ketat dipasar bebas. Pada akhirnya, diharapkan pula agar
BAZNAS mampu meningkatkan pemberian pinjaman usaha kecilnya, baik
secara kualitas maupun secara kuantitas. Selanjutnya, untuk
mengembangkan usaha mikro yang dilakukan BAZNAS Kabupaten
Tulungagung yaitu dengan cara menekan pada kemandirian setiap individu
yang diberi bantuan modal usaha ini diperlukan untuk interaksi antara
masyarakat, pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait dengan perusahaan,
sehingga terciptanya kerjasama yang harmonis dan kondusif.

3. Perputaran Dana ZIS Selama Tahun 2005-2015 di BAZNAS

Tulungagung.

Dalam rangka mewujudkan BAZNAS Kabupaten Tulungagung yang
jujur, adil dan amanah maka proses trasnparasi dan akuntabilitas
diupayakan semaksimal mungkin guna mewujudkan kepercayaan (trust)
dari Muzakki. Kepercayaan (trust) menjadi perhatian yang utama oleh
BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Dalam rangka mengoptimalkan
pengelolaan dana ZIS di Kabupaten Tulungagung maka BAZNAS
Kabupaten Tulungagung membuat perencanaan pengumpulan dan
pendistribusian dana ZIS.

Adapun pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS selama tahun
2005-2015 mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan adanya
transparasi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh pihak BAZNAS melalui

laporan pertanggung jawaban (LPJ) dari seluruh kegiatan dilaporkan kepada
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Bupati, DPRD, Inspektorat dan BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya
dengan adanya laporan disetiap tahunya, maka masyarakat lebih percaya
menggunakan BAZNAS sebagai lembaga yang menyalurkan ZIS kepada

yang berhak.



